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RANCANGAN

UNDANG-UNDANGREPUBLIKINDONESIA

NOMOR...TAHUN…

TENTANG

PERUBAHANKEDUAATASUNDANG-UNDANG NOMOR30

TAHUN2002

TENTANG

KOMISIPEMBERANTASANTINDAKPIDANAKORUPSI

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakatyang adil,

makmur,dansejahteraberdasarkanPancasiladanUndang-

UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945,perlu

penyelenggaraannegarayangbersihdarikolusi,korupsidan

nepotisme;

b. bahwa kepolisian,kejaksaan,dan KomisiPemberantasan

TindakPidanaKorupsisebagailembagayang menangani

perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan

sinergitasnyasehinggamasing-masingdapatberdayaguna

dan berhasilguna dalam upaya pemberantasan tindak

pidanakorupsiberdasarkanasaskesetaraankewenangan

danperlindunganterhadaphakasasimanusia;

c. bahwa pelaksanaan tugas KomisiPemberantasan Tindak

Pidana Korupsiperlu terus ditingkatkan melaluistrategi

pencegahandanpemberantasantindakpidanakorupsiyang

komprehensifdansinergistanpamengabaikanpenghormatan

terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan

peraturanperundang-undangan;

d. bahwabeberapaketentuanmengenaiKomisiPemberantasan
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Korupsisebagaimanadiaturdalam Undang-UndangNomor30

Tahun2002tentangKomisiPemberantasanTindakPidana

KorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor1Tahun2015

tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor30 Tahun

2002tentangKomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsi

sudahtidaksesuailagidengankehidupanketatanegaraan,

perkembanganhukum,dankebutuhanmasyarakatsehingga

Undang-Undangtersebutperludiubah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurufa,hurufb,hurufc,danhurufd,perlumembentuk

Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

PemberantasanTindakPidanaKorupsi;

Mengingat: 1. Pasal20danPasal21Undang-UndangDasarNegaraRepublik

IndonesiaTahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),

sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor10

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

PenggantiUndang-Undang Nomor1 Tahun 2015 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor107,Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5698);
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DenganPersetujuanBersama:

DEWANPERWAKILANRAKYATREPUBLIKINDONESIA

dan

PRESIDENREPUBLIKINDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR30TAHUN 2002TENTANG KOMISI

PEMBERANTASANTINDAKPIDANAKORUPSI.

PasalI

Beberapaketentuandalam Undang-UndangNomor30Tahun2002tentangKomisi

PemberantasanTindakPidanaKorupsi(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun

2002Nomor137,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4250),

sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor10Tahun2015tentang

PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor1Tahun2015

tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor30Tahun2002tentangKomisi

PemberantasanTindakPidanaKorupsimenjadiUndang-Undang(LembaranNegara

RepublikIndonesiaTahun2015Nomor107,TambahanLembaranNegaraRepublik

IndonesiaNomor5698)diubahsebagaiberikut:

1. KetentuanPasal1diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal1

Dalam Undang-Undanginiyangdimaksuddengan:

1. TindakPidanaKorupsiadalahtindakpidanasebagaimanadimaksuddalam

undang-undangyangmengaturmengenaiPemberantasanTindakPidanaKorupsi.

2. PenyelenggaraNegaraadalahpejabatnegarayangmenjalankankekuasaan

eksekutif,legislatif,atauyudikatifdanpejabatlainyangfungsidantugasberkaitan

dengan penyelengaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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3. KomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsiyangselanjutnyadisebut

KomisiPemberantasanKorupsiadalahlembaganegaradalam rumpunkekuasaan

eksekutifyang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak

PidanaKorupsisesuaidenganUndang-Undangini.

4. PemberantasanTindakPidanaKorupsiadalahserangkaiankegiatanuntuk

mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsimelaluiupaya

koordinasi,supervisi,monitor,penyelidikan,penyidikan,penuntutan,pemeriksaandi

sidang pengadilan,dengan peran serta masyarakatsesuaidengan ketentuan

perundang-undanganyangberlaku.

5. Penyadapan adalah kegiatan untukmendengarkan,merekam,dan/atau

mencatattransmisiinformasielektronikdan/ataudokumenelektronikyangtidak

bersifatpublik,baikmenggunakanjaringankabel,komunikasi,jaringannirkabel,

sepertipancaran elektromagnetisatau radio frekuensimaupun alatelektronik

lainnya.

6. PegawaiKomisiPemberantasan Korupsiadalah aparatursipilnegara

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganmengenaiaparatursipil

negara.

2. KetentuanPasal3diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal3

KomisiPemberantasanKorupsiadalahlembaganegaradalam rumpunkekuasaan

eksekutifyangdalam melaksanakantugasdanwewenangnyabersifatindependen

danbebasdaripengaruhkekuasaanmanapun.

3. KetentuanPasal5diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal5

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,KomisiPemberantasan Korupsi

berasaskanpada:
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a. kepastianhukum;

b. keterbukaan;

c. akuntabilitas;

d. kepentinganumum;

e. proporsionalitas;dan

f. penghormatanterhadaphakasasimanusia.

4. KetentuanPasal6diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal6

KomisiPemberantasanKorupsibertugasmelakukan:

a. tindakan-tindakanpencegahansehinggatidakterjadiTindakPidanaKorupsi;

b. koordinasidenganinstansiyangberwenangmelaksanakanPemberantasan

TindakPidanaKorupsidaninstansiyangbertugasmelaksanakanpelayananpublik;

c. monitorterhadappenyelenggaraanpemerintahannegara;

d. supervisiterhadapinstansiyangberwenangmelaksanakanPemberantasan

TindakPidanaKorupsi;

e. penyelidikan,penyidikan,danpenuntutanterhadapTindakPidanaKorupsi;

dan

f. tindakanuntukmelaksanakanpenetapanhakim danputusanpengadilanyang

telahmemperolehkekuatanhukum tetap.

5. KetentuanPasal7diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal7

(1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal6hurufa,KomisiPemberantasanKorupsiberwenang:

a. melakukanpendaftarandanpemeriksaanterhadaplaporanhartakekayaan

penyelenggaranegara;

b. menerimalaporandanmenetapkanstatusgratifikasi;
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c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsipada setiap jejaring

pendidikan;

d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasiPemberantasan

TindakPidanaKorupsi;

e. melakukankampanyeantikorupsikepadamasyarakat;dan

f. melakukan kerja sama bilateralatau multilateraldalam Pemberantasan

TindakPidanaKorupsi.

(2) Dalam melaksanakankewenangansebagaimanadimaksudpadaayat(1),

KomisiPemberantasan Korupsiwajib membuatlaporan pertanggungjawaban 1

(satu)kalidalam 1 (satu)tahun kepada Presiden Republik Indonesia,Dewan

PerwakilanRakyatRepublikIndonesia,danBadanPemeriksaKeuangan.

6. KetentuanPasal8diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal8

Dalam melaksanakantugaskoordinasisebagaimanadimaksuddalam Pasal6huruf

b,KomisiPemberantasanKorupsiberwenang:

a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam

PemberantasanTindakPidanaKorupsi;

b. menetapkansistem pelaporandalam kegiatanPemberantasanTindakPidana

Korupsi;

c. memintainformasitentangkegiatanPemberantasanTindakPidanaKorupsi

kepadainstansiyangterkait;

d. melaksanakan dengarpendapatatau pertemuan dengan instansiyang

berwenangdalam melakukanPemberantasanTindakPidanaKorupsi;dan

e. memintalaporankepadainstansiberwenangmengenaiupayapencegahan

sehinggatidakterjadiTindakPidanaKorupsi.

7. KetentuanPasal9diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
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Pasal9

Dalam melaksanakantugasmonitorsebagaimanadimaksuddalam Pasal6hurufc,

KomisiPemberantasanKorupsiberwenang:

a. melakukanpengkajianterhadapsistem pengelolaanadministrasidisemua

lembaganegaradanlembagapemerintahan;

b. memberisarankepadapimpinanlembaganegaradanlembagapemerintahan

untukmelakukanperubahanjikaberdasarkanhasilpengkajian,sistem pengelolaan

administrasitersebutberpotensimenyebabkanterjadinyaTindakPidanaKorupsi;

dan

c. melaporkankepadaPresidenRepublikIndonesia,DewanPerwakilanRakyat

Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi

PemberantasanKorupsimengenaiusulanperubahantidakdilaksanakan.

8. KetentuanPasal10diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal10

(1) Dalam melaksanakantugassupervisisebagaimanadimaksuddalam Pasal6

hurufd,KomisiPemberantasan Korupsiberwenang melakukan pengawasan,

penelitian,atau penelaahan terhadap instansiyang menjalankan tugas dan

wewenangnyayangberkaitandenganPemberantasanTindakPidanaKorupsi.

(2) Ketentuanmengenaipelaksanaantugassupervisisebagaimanadimaksud

padaayat(1)diaturdenganPeraturanPresiden.

9. DiantaraPasal10danPasal11disisipkan1(satu)pasal,yakniPasal10A,

yangberbunyisebagaiberikut:

Pasal10A

(1) Dalam melaksanakanwewenangsebagaimanadimaksuddalam Pasal10,

KomisiPemberantasanKorupsiberwenangmengambilalihpenyidikandan/atau

penuntutanterhadappelakuTindakPidanaKorupsiyangsedangdilakukanoleh
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kepolisianataukejaksaan.

(2) Pengambilalihanpenyidikandan/atau penuntutan sebagaimanadimaksud

padaayat(1),dilakukanolehKomisiPemberantasanKorupsidenganalasan:

a. laporanmasyarakatmengenaiTindakPidanaKorupsitidakdilanjuti;

b. prosespenanganan TindakPidana Korupsitanpa ada penyelesaian atau

tertundatanpaalasanyangdapatdipertanggungjawabkan;

c. penanganan Tindak Pidana Korupsiditunjukan untuk melindungipelaku

TindakPidanaKorupsiyangsesungguhnya;

d. Penanganan Tindak Pidana Korupsimengandung unsurTindak Pidana

Korupsi;

e. hambatanpenangananTindakPidanaKorupsikarenacampurtangandari

pemegangkekuasaaneksekutif,yudikatif,ataulegislatif;atau

f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan,

penanganan tindak pidana korupsisulitdilaksanakan secara baik dan dapat

dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam halKomisiPemberantasan Korupsimengambilalih penyidikan

dan/ataupenuntutan,kepolisiandan/ataukejaksaanwajibmenyerahkantersangka

danseluruhberkasperkarabersertaalatbuktidandokumenlainyangdiperlukan

palinglama14(empatbelas)harikerja,terhitungsejaktanggalpermintaanKomisi

PemberantasanKorupsi.

(4) Penyerahaan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)dilakukan dengan

membuatdanmendatanganiberitaacarapenyerahaansehinggasegalatugasdan

kewenangankepolisiandan/ataukejaksaanpadasaatpenyerahaantersebutberalih

kepadaKomisiPemberantasanKorupsi.

(5) KomisiPemberantasanKorupsidalam mengambilalihpenyidikandan/atau

penuntutansebagaimanadimaksudpadaayat(1)memberitahukankepadapenyidik

ataupenuntutumum yangmenanganiTindakPidanaKorupsi.

10. KetentuanPasal11diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
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Pasal11

(1) Dalam melaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam Pasal6hurufe,

KomisiPemberantasanKorupsiberwenangmelakukanpenyelidikan,penyidikan,dan

penuntutanterhadaptindakpidanakorupsiyang:

a. melibatkanaparatpenegakhukum,PenyelenggaraNegara,danoranglain

yang adakaitannyadenganTindakPidanaKorupsiyang dilakukanolehaparat

penegakhukum atauPenyelenggaraNegara;dan/atau

b. menyangkutkerugiannegarapalingsedikitRp1.000.000.000,00(satumilyar

rupiah).

(2) Dalam halTindakPidanaKorupsitidakmemenuhiketentuansebagaimana

dimaksud pada ayat(1),KomisiPemberantasan Korupsiwajib menyerahkan

penyelidikan,penyidikan,danpenuntutankepadakepolisiandan/ataukejaksaan.

(3) KomisiPemberantasanKorupsimelakukansupervisiterhadappenyelidikan,

penyidikan,dan/ataupenuntutansebagaimanadimaksudpadaayat(2).

11. KetentuanPasal12diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal12

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal6 hurufe,KomisiPemberantasan Korupsiberwenang

melakukanpenyadapan.

(2) Dalam melaksanakantugaspenyidikansebagaimanadimaksudpadaayat

(1),KomisiPemberantasanKorupsiberwenang:

a. memerintahkan kepada instansiyang terkaituntuk melarang seseorang

bepergiankeluarnegeri;

b. memintaketerangankepadabankataulembagakeuanganlainnyatentang

keadaankeuangantersangkaatauterdakwayangsedangdiperiksa;

c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk

memblokirrekeningyangdidugahasildarikorupsimiliktersangka,terdakwa,atau
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pihaklainyangterkait;

d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk

memberhentikansementaratersangkadarijabatannya;

e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa

kepadainstansiyangterkait;

f. menghentikansementarasuatutransaksikeuangan,transaksiperdagangan,

danperjanjianlainnyaataupencabutansementaraperizinan,lisensisertakonsesi

yangdilakukanataudimilikiolehtersangkaatauterdakwayangdidugaberdasarkan

buktiawalyang cukup ada hubungannya dengan TindakPidana Korupsiyang

sedangdiperiksa;

g. memintabantuanInterpolIndonesiaatauinstansipenegakhukum negaralain

untukmelakukanpencarian,penangkapan,danpenyitaanbarangbuktidiluarnegeri;

dan

h. memintabantuankepolisianatauinstansilainyangterkaituntukmelakukan

penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara

PemberantasanTindakPidanaKorupsiyangsedangditangani.

12. DiantaraPasal12danPasal13disisipkan4(empat)pasal,yakniPasal12A,

Pasal12B,Pasal12C,danPasal12D,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal12A

Dalam melaksanakantugaspenuntutansebagaimanadimaksuddalam Pasal6

hurufe,penuntutpadaKomisiPemberantasanKorupsimelaksanakankoordinasi

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal12B

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),

dilaksanakansetelahmendapatkanizintertulisdariDewanPengawas.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dariPimpinan Komisi
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PemberantasanKorupsi.

(3) Dewan Pengawasdapatmemberikan izin tertulisterhadap permintaan

sebagaimanadimaksudpadaayat(2)palinglama 1x24(satukaliduapuluh

empat)jam terhitungsejakpermintaandiajukan.

(4) Dalam halpimpinan KomisiPemberantasan Korupsimendapatkan izin

tertulisdariDewanPengawassebagaimanadimaksudpadaayat(3),Penyadapan

dilakukanpalinglama6(enam)bulanterhitungsejakizintertulisditerimadandapat

diperpanjang1(satu)kaliuntukjangkawaktuyangsama.

Pasal12C

(1) PenyelidikdanpenyidikmelaporkanPenyadapansebagaimanadimaksud

dalam Pasal12 ayat(1)yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi

PemberantasanKorupsisecaraberkala.

(2) Penyadapansebagaimanadimaksuddalam Pasal12ayat(1)yangtelah

selesaidilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi

PemberantasanKorupsidanDewanPengawaspalinglambat14(empatbelas)hari

kerjaterhitungsejakPenyadapanselesaidilaksanakan.

Pasal12D

(1) HasilPenyadapansebagaimanadimaksuddalam Pasal12ayat(1)bersifat

rahasia dan hanya untukkepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak

PidanaKorupsi.

(2) HasilPenyadapanyangtidakterkaitdenganTindakPidanaKorupsiyang

sedangditanganiKomisiPemberantasanKorupsiwajibdimusnahkanseketika.

(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

dilaksanakan,pejabatdan/atauorangyangmenyimpanhasilpenyadapandijatuhi

hukumanpidanasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

13. KetentuanPasal13diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
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Pasal13

Dalam melaksanakantugasuntukmelaksanakanpenetapanhakim danputusan

pengadilansebagaimanadimaksuddalam pasal6huruff,KomisiPemberantasan

Korupsiberwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat

dipertanggungjawabkan sesuaidengan isidaripenetapan hakim atau putusan

pengadilan.

14. Pasal14dihapus.

15. KetentuanPasal15diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal15

KomisiPemberantasanKorupsiberkewajiban:

a. memberikanperlindunganterhadapsaksiataupelaporyangmenyampaikan

laporan ataupun memberikan keterangan mengenaiterjadinya Tindak Pidana

Korupsisesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan;

b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau

memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil

penuntutanTindakPidanaKorupsiyangditanganinya;

c. menyusunlaporantahunandanmenyampaikannyakepadaPresidenRepublik

Indonesia,Dewan Perwakilan RakyatRepublikIndonesia,dan Badan Pemeriksa

Keuangan;

d. menegakkansumpahjabatan;

e. menjalankantugas,tanggungjawab,danwewenangnyaberdasarkanasas

sebagaimanadimaksuddalam Pasal4;dan

f. menyusunkodeetikpimpinandanpegawaiKomisiPemberantasanKorupsi.

16. KetentuanPasal19ayat(2)dihapus,sehinggaPasal19berbunyisebagai

berikut:
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Pasal19

(1) KomisiPemberantasanKorupsiberkedudukandiibukotanegaraRepublik

IndonesiadanwilayahkerjanyameliputiseluruhwilayahnegaraRepublikIndonesia.

(2) Dihapus.

17. KetentuanPasal21diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal21

(1) KomisiPemberantasanKorupsiterdiriatas:

a. DewanPengawasyangberjumlah5(lima)orang;

b. pimpinanKomisiPemberantasanKorupsiyangterdiridari5(lima)orang

anggotaKomisiPemberantasanKorupsi;dan

c. PegawaiKomisiPemberantasanKorupsi.

(2) SusunanpimpinanKomisiPemberantasanKorupsisebagaimanadimaksud

padaayat(1)hurufbterdiridari:

a. ketuamerangkapanggota;dan

b. wakilketuaterdiridari4(empat)orang,masing-masingmerangkapanggota.

(3) PimpinanKomisiPemberantasanKorupsisebagaimanadimaksudpadaayat

(1)hurufbmerupakanpejabatnegara.

(4) PimpinanKomisiPemberantasanKorupsisebagaimanadimaksudpadaayat

(2)bersifatkolektifkolegial.

18. Pasal22dihapus.

19. Pasal23dihapus.

20. KetentuanPasal24diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal24
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(1) PegawaiKomisiPemberantasanKorupsisebagaimanadimaksuddalam

Pasal21 ayat(1)hurufc merupakan warga negara Indonesia yang karena

keahliannyadiangkatsebagaipegawaipadaKomisiPemberantasanKorupsi.

(2) PegawaiKomisiPemberantasan Korupsimerupakan anggota korps

ProfesiPegawaiASN Republik Indonesia sesuaidengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai Komisi

Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

21. KetentuanPasal29diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal29

Untuk dapatdiangkatsebagaipimpinan KomisiPemberantasan Korupsiharus

memenuhipersyaratansebagaiberikut:

a. warganegaraRepublikIndonesia;

b. bertakwakepadaTuhanYangMahaEsa;

c. sehatjasmanidanrohani;

d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memilikikeahlian dan

pengalamanpalingsedikit15(limabelas)tahundalam bidanghukum,ekonomi,

keuangan,atauperbankan;

e. berusiapalingrendah50(empatpuluh)tahundanpalingtinggi65(enam

puluhlima)tahunpadaprosespemilihan;

f. tidakpernahmelakukanperbuatantercela;

g. cakap,jujur,memilikiintegritasmoralyangtinggi,danmemilikireputasiyang

baik;

h. tidakmenjadipengurussalahsatupartaipolitik;

i. melepaskanjabatanstrukturaldanataujabatanlainnyaselamamenjadi

anggotaKomisiPemberantasanKorupsi;

j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi
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PemberantasanKorupsi;dan

k. mengumumkankekayaannyasebelum dansetelahmenjabatsesuaidengan

ketentuanperaturanperundang-undangan.

22. KetentuanPasal32diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal32

(1) Pimpinan KomisiPemberantasan Korupsiberhentiatau diberhentikan

karena:

a. meninggaldunia;

b. berakhirmasajabatannya;

c. melakukanperbuatantercela;

d. menjaditerdakwakarenamelakukantindakpidanakejahatan;

e. berhalangantetapatausecaraterus-menerusselamalebihdari3(tiga)bulan

tidakdapatmelaksanakantugasnya;

f. mengundurkandiri;atau

g. dikenaisanksiberdasarkanUndang-Undangini.

(2) Dalam halpimpinanKomisiPemberantasanKorupsimenjaditersangka

tindakpidanakejahatan,pimpinanKomisiPemberantasanKorupsidiberhentikan

sementaradarijabatannya.

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengundurkan diri

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruff,dilaranguntukjangkawaktu5(lima)

tahunsejaktanggalpengundurandirinyamendudukijabatanpublik.

(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat(2)

ditetapkandenganKeputusanPresiden.

23. KetentuanPasal33diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal33
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(1) Dalam halterjadikekosongan pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi,

PresidenRepublikIndonesiamengajukancalonanggotapenggantikepadaDewan

PerwakilanRakyatRepublikIndonesia.

(2) Anggotapenggantisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dipilihdaricalon

pimpinanKomisiPemberantasanKorupsiyangtidakterpilihdiDewanPerwakilan

RakyatRepublikIndonesiasepanjangmasihmemenuhipersyaratansebagaimana

diaturdalam Pasal29.

(3) AnggotapenggantipimpinanKomisiPemberantasanKorupsisebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan Komisi

PemberantasanKorupsiyangdigantikan.

24. KetentuanPasal37diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal37

Ketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal36berlakujugauntukPegawai

KomisiPemberantasanKorupsi.

25. DiantaraBABVdanBABVIdisisipkan1(satu)bab,yakniBABVAyang

berbunyisebagaiberikut:

BABVA

DEWANPENGAWAS

26. DiantaraPasal37danPasal38disisipkan7(tujuh)pasal,yakniPasal37A,

Pasal37B,Pasal37C,Pasal37D,Pasal37E,Pasal37F,danPasal37G,yang

berbunyisebagaiberikut:

Pasal37A

(1) Dalam rangka mengawasipelaksanaan tugas dan wewenang Komisi

PemberantasanKorupsidibentukDewanPengawassebagaimanadimaksuddalam

Pasal21ayat(1)hurufa.
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(2) AnggotaDewanPengawasberjumlah5(lima)orang.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memegang jabatan selama 4 (empat)tahun dan dapatdipilih kembalidalam

jabatanyangsamahanyauntuk1(satu)kalimasajabatan.

Pasal37B

(1) DewanPengawasbertugas:

a. mengawasipelaksanaan tugas dan wewenang KomisiPemberantasan

Korupsi;

b. memberikanizinatautidakmemberikanizinPenyadapan,penggeledahan,

dan/ataupenyitaan;

c. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan PegawaiKomisi

PemberantasanKorupsi;

d. menerimadanmenindaklanjutilaporandarimasyarakatmengenaiadanya

dugaanpelanggarankodeetikolehpimpinandanPegawaiKomisiPemberantasan

Korupsiataupelanggaranketentuandalam Undang-Undangini;

e. menyelenggarakansidanguntukmemeriksaadanyadugaanpelanggaran

kodeetikolehpimpinandanPegawaiKomisiPemberantasanKorupsi;dan

f. melakukanevaluasikinerjapimpinandanPegawaiKomisiPemberantasan

Korupsisecaraberkala1(satu)kalidalam 1(satu)tahun.

(2) DewanPengawasmembuatlaporanpelaksanaantugassecaraberkala1

(satu)kalidalam 1(satu)tahun.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada

PresidenRepublikIndonesiadanDewanPerwakilanRakyatRepublikIndonesia.

Pasal37C

(1) DewanPengawasdalam menjalankantugassebagaimanadimaksuddalam

Pasal37Bmembentukorganpelaksanapengawas.

(2) Ketentuanmengenaiorganpelaksanapengawassebagaimanadimaksud

padaayat(1)diaturdenganPeraturanPresiden.



BAHANRAPATPANJABALEG,16SEPTEMBER2019

18

Pasal37D

UntukdapatdiangkatsebagaianggotaDewanPengawassebagaimanadimaksud

dalam Pasal37A,harusmemenuhipersyaratansebagaiberikut:

a. warganegaraIndonesia;

b. bertakwakepadaTuhanYangMahaEsa;

c. sehatjasmanidanrohani;

d. memilikiintegritasmoraldanketeladanan;

e. berkelakuanbaik;

f. tidakpernahdipidanapenjaraberdasarkanputusanpengadilanyangtelah

memperolehkekuatanhukum tetapkarenamelakukantindakpidanakejahatan

yangdiancam denganpidanapenjarapalingsingkat5(lima)tahun;

g. berusiapalingrendah55(limapuluhlima)tahun;

h. berpendidikanpalingrendahS1(sarjanastratasatu);

i. tidakmenjadianggotadan/ataupenguruspartaipolitik;

j. melepaskanjabatanstrukturalataujabatanlainnya;

k. tidakmenjalankanprofesinyaselamamenjadianggotaDewanPengawas;

dan

l. mengumumkanhartakekayaannyasebelum dansetelahmenjabatsesuai

denganketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku.

Pasal37E

(1) KetuadananggotaDewanPengawassebagaimanadimaksuddalam Pasal

37AdiangkatdanditetapkanolehPresidenRepublikIndonesia.

(2) Dalam mengangkatketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksudpadaayat(1),PresidenRepublikIndonesiamembentukpanitiaseleksi.

(3) Panitia seleksisebagaimana dimaksud pada ayat(2)terdiriatasunsur

PemerintahPusatdanunsurmasyarakat.

(4) Setelah terbentuk,panitiaseleksisebagaimanadimaksud padaayat(3)

mengumumkanpenerimaancalon.
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(5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empatbelas)harikerja

secaraterusmenerus.

(6) Panitia seleksimengumumkan kepada masyarakatuntuk mendapatkan

tanggapanterhadapnamacalonsebagaimanadimaksudpadaayat(4).

(7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat(6)disampaikan kepada

panitiaseleksipalinglambat1(satu)bulanterhitungsejaktanggaldiumumkan.

(8) Panitiaseleksimenentukannamacalonpimpinanyangakandisampaikan

kepadaPresidenRepublikIndonesia.

(9) Dalam jangkawaktupalinglambat14(empatbelas)harikerjaterhitung

sejaktanggalditerimanyadaftarnamacalondaripanitiaseleksi,PresidenRepublik

Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat(8)

kepadaDewanPerwakilanRakyatRepublikIndonesiauntukdikonsultasikan.

(10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan

Pengawasdalam jangkawaktupalinglama14(empatbelas)harikerjaterhitung

sejakkonsultasisebagaimanadimaksudpadaayat(9)selesaidilaksanakan.

(11) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapengangkatanketuadananggota

DewanPengawasdiaturdenganPeraturanPemerintah.

Pasal37F

(1) KetuadananggotaDewanPengawasberhentiataudiberhentikan,apabila:

a. meninggaldunia;

b. berakhirmasajabatannya;

c. melakukanperbuatantercela;

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperolehkekuatanhukum tetapkarenamelakukantindakpidanakejahatan;

e. mengundurkandiriataspermintaansendirisecaratertulis;dan/atau

f. tidakdapatmelaksanakantugasselama3(tiga)bulansecaraberturut-

turut.

(2) Dalam halDewan Pengawasmenjaditersangka tindakpidana,Dewan

Pengawasdiberhentikansementaradarijabatannya.
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(3) Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufedilaranguntukjangkawaktu5(lima)

tahunsejaktanggalpengundurandirinyamendudukijabatanpublik.

(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2)

ditetapkanolehPresidenRepublikIndonesia.

Pasal37G

(1) Sebelum memangkujabatan,Ketua,dananggotaDewanPengawaswajib

mengucapkan sumpah/janjimenurutagamanya dihadapan Presiden Republik

Indonesia.

(2) Bunyisumpah/janjisebagaimanadimaksudpadaayat(1)berlakusecara

mutatis mutandis dengan bunyisumpah/janjiKetua dan WakilKetua Komisi

PemberantasanKorupsisebagaimanadimaksuddalam Pasal35ayat(2).

27. KetentuanPasal38diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal38

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutanyangdiaturdalam undang-undangyangmengaturmengenaihukum

acarapidanaberlakujugabagipenyelidik,penyidikdanpenuntutumum padaKomisi

PemberantasanKorupsi,kecualiditentukanlainberdasarkanUndang-Undangini.

28. KetentuanPasal40diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal40

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan

penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsiyang penyidikan dan

penuntutannyatidakselesaidalam jangkawaktupalinglama2(dua)tahun.

(2) Penghentianpenyidikandanpenuntutansebagaimanadimaksudpadaayat

(1)harusdilaporkankepadaDewanPengawaspalinglambat1(satu)minggu
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terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan

penuntutan.

(3) Penghentianpenyidikandanpenuntutansebagaimanadimaksudpadaayat

(1)harusdiumumkanolehKomisiPemberantasanKorupsikepadapublik.

(4) Penghentianpenyidikandanpenuntutansebagaimanadimaksudpadaayat

(2)dapatdicabutolehpimpinanKomisiPemberantasanKorupsiapabiladitemukan

bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan

penuntutan,atauberdasarkanputusanpraperadilansebagaimanadimaksuddalam

peraturanperundang-undangan.

29. KetentuanPasal43diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal43

(1) PenyelidikKomisiPemberantasanKorupsidapatberasaldarikepolisian,

kejaksaan,instansipemerintahlainnya,dan/atauinternalKomisiPemberantasan

Korupsi.

(2) Penyelidiksebagaimanadimaksudpadaayat(1)diangkatdandiberhentikan

olehpimpinanKomisiPemberantasanKorupsi.

(3) Penyelidiksebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)wajibtunduk

pada mekanisme penyelidikan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

30. DiantaraPasal43danPasal44disisipkan1(satu)pasal,yakniPasal43A,

yangberbunyisebagaiberikut:

Pasal43A

(1) Penyelidik KomisiPemberantasan Korupsiharus memenuhipersyaratan

sebagaiberikut:

a. berpendidikanpalingrendahS1(sarjanastratasatu)atauyangsetara;

b. mengikutidanluluspendidikandibidangpenyelidikan;



BAHANRAPATPANJABALEG,16SEPTEMBER2019

22

c. sehatjasmanidanrohaniyangdibuktikandengansuratketerangandokter;

dan

d. memilikikemampuandanintegritasmoralyangtinggi.

(2) Persyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbdiselenggarakan

olehKomisiPemberantasanKorupsibekerjasamadengankepolisiandan/atau

kejaksaan.

(3) Penyelidik KomisiPemberantasan Korupsisebagaimana yang dimaksud

dalam ayat(1)diberhentikandarijabatannyaapabila:

a. diberhentikansebagaiaparatursipilnegara;

b. tidaklagibertugasdibidangteknispenegakanhukum;atau

c. permintaansendirisecaratertulis.

(4) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapengangkatandanpemberhentian

penyelidikKomisiPemberantasanKorupsisebagaimanadimaksudpadaayat(1)

danayat(3)diaturdalam PeraturanKomisiPemberantasanKorupsi.

31. KetentuanPasal45diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal45

(1) Penyidik KomisiPemberantasan Korupsidapatberasaldarikepolisian,

kejaksaan,penyidik pegawainegerisipilyang diberiwewenang khusus oleh

undang-undang,danpenyelidikKomisiPemberantasanKorupsi.

(2) Penyidiksebagaimanadimaksudpadaayat(1)diangkatdandiberhentikan

olehpimpinanKomisiPemberantasanKorupsi.

(3) Penyidiksebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)wajibtunduk

pada mekanisme penyidikan yang diaturberdasarkan ketentuan hukum acara

pidana.

(4) Penyidiksebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)wajibmempunyai

standarkompetensiyangsama.
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32. DiantaraPasal45danPasal46disisipkan1(satu)pasal,yakniPasal45A,

yangberbunyisebagaiberikut:

Pasal45A

(1) Penyidik KomisiPemberantasan Korupsiharus memenuhipersyaratan

sebagaiberikut:

a. berpendidikanpalingrendahS1(sarjanastratasatu)atauyangsetara;

b. mengikutidanluluspendidikandibidangpenyidikan;

c. sehatjasmanidanrohaniyangdibuktikandengansuratketerangandokter;

dan

d. memilikikemampuandanintegritasmoralyangtinggi.

(2) Persyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbdiselenggarakan

olehKomisiPemberantasanKorupsibekerjasamadengankepolisiandan/atau

kejaksaan.

(3) PenyidikKomisiPemberantasanKorupsisebagaimanayangdimaksuddalam

ayat(1)diberhentikandarijabatannyakarena:

a. diberhentikansebagaiaparatursipilnegara;

b. tidaklagibertugasdibidangteknispenegakanhukum;atau

c. permintaansendirisecaratertulis.

(4) KetentuanlebihlanjutmengenaitatacarapengangkatanpenyidikKomisi

PemberantasanKorupsisebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(3)diatur

dalam PeraturanKomisiPemberantasanKorupsi.

33. KetentuanPasal46diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal46

Dalam halseseorangditetapkansebagaitersangkaolehKomisiPemberantasan

Korupsi,terhitungsejaktanggalpenetapanpemeriksaantersangkadilaksanakan

berdasarkanketentuanhukum acarapidana.
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34. KetentuanPasal47diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal47

(1) Dalam prosespenyidikan,penyidikdapatmelakukanpenggeledahandan

penyitaanatasizintertulisdariDewanPengawas.

(2) DewanPengawasdapatmemberikanizintertulisatautidakmemberikan

izintertulisterhadappermintaanizinsebagaimanadimaksudpadaayat(1)paling

lama1x24(satukaliduapuluhempat)jam sejakpermintaanizindiajukan.

(3) Penggeledahandanpenyitaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)wajib

membuatberitaacarapenggeledahandanpenyitaanpadaharipenggeledahan

danpenyitaanpalingsedikitmemuat:

a. nama,jenis,danjumlahbarangataubendaberhargalainyangdigeledah

dandisita;

b. keterangan tempat,waktu,hari,tanggal,bulan,dan tahun dilakukan

penggeledahandanpenyitaan;

c. keteranganmengenaipemilikatauyangmenguasaibarangataubenda

berhargalaintersebut;

d. tandatangandanidentitaspenyidikyangmelakukanpenggeledahandan

penyitaan;dan

e. tanda tangan dan identitas daripemilik atau orang yang menguasai

barangtersebut.

(4) Salinan berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagaimana

dimaksudpadaayat(3)disampaikankepadatersangkaataukeluarganya.

35. DiantaraPasal47danPasal48disisipkan1(satu)pasal,yakniPasal47A

yangberbunyisebagaiberikut:

Pasal47A

(1) Hasilpenggeledahandanpenyitaansebagaimanadimaksuddalam Pasal47

dapatdilakukanpelelangan.
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(2) Ketentuanmengenaipelelangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)diatur

denganPeraturanPemerintah.

36. DiantaraPasal69danPasal70disisipkan4(empat)pasal,yakniPasal69A,

Pasal69B,Pasal69C,danPasal69D,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal69A

(1) KetuadananggotaDewanPengawasuntukpertamakalinyaditunjukdan

diangkatolehPresidenRepublikIndonesia.

(2) KriteriaketuadananggotaDewanPengawassebagaimanadimaksudpada

ayat(1)sesuaidenganketentuanPasal37D termasukdantidakterbataspada

aparatpenegakhukum yangsedangmenjabatdanyangtelahberpengalaman

palingsedikit15(limabelas)tahun.

(3) Penunjukandanpengangkatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)untuk

1(satu)kalimasajabatansesuaimasajabatanDewanPengawassebagaimana

dimaksuddalam Pasal37Aayat(4).

(4) Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)dilaksanakanbersamaandenganpengangkatanpimpinan

KomisiPemberantasanKorupsiperiodetahun2019sampaidengantahun2023.

Pasal69B

(1) PadasaatUndang-Undanginimulaiberlaku,penyelidikataupenyidikKomisi

PemberantasanKorupsiyang belum berstatussebagaiPegawaiAparaturSipil

Negaradalam jangkawaktupalinglama2(dua)tahunsejakUndang-Undangini

berlakudapatdiangkatsebagaiPegawaiASN sepanjang memenuhiketentuan

peraturanperundang-undangan.

(2) Pengangkatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)berlakubagipenyelidik

atau penyidikKomisiPemberantasan Korupsiyang telah mengikutidan lulus

pendidikan dibidang penyelidikan dan penyidikan sesuaidengan ketentuan

peraturanperundang-undangan.



BAHANRAPATPANJABALEG,16SEPTEMBER2019

26

Pasal69C

Pada saatUndang-Undang inimulaiberlaku,PegawaiKomisiPemberantasan

Korupsiyangbelum berstatussebagaipegawaiaparatursipilnegaradalam jangka

waktupalinglama2(dua)tahunterhitungsejakUndang-Undanginimulaiberlaku

dapatdiangkatmenjadipegawaiaparatursipilnegarasesuaidenganketentuan

peraturanperundang-undangan.

Pasal69D

Sebelum DewanPengawasterbentuk,pelaksanaantugasdankewenanganKomisi

PemberantasanKorupsidilaksanakanberdasarkanketentuansebelum Undang-

Undanginidiubah.

37. DiantaraPasal70danPasal71disisipkan3(tiga)pasal,yakniPasal70A,

Pasal70B,danPasal70C,yangberbunyisebagaiberikut:

Pasal70A

Pengangkatan,pembinaan,dan pemberhentian PegawaiKomisiPemberantasan

Korupsidilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal70B

PadasaatUndang-Undanginiberlaku,semuaperaturanperundang-undanganyang

bertentangandenganUndang-Undanginidicabutdandinyatakantidakberlaku.

Pasal70C

PadasaatUndang-Undanginiberlaku,semuatindakanpenyelidikan,penyidikandan

penuntutanTindakPidanaKorupsiyangproseshukumnyabelum selesaiharus

dilakukanberdasarkanketentuansebagaimanadiaturdalam Undang-undangini.

PasalII
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Undang-undanginimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganundang-undang

inidenganpenempatannyadalam LembagaNegaraRepublikIndonesia.

DisahkandiJakarta

padatanggal…

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA,

JOKOWIDODO

DiundangkandiJakarta

padatanggal…

MENTERIHUKUM DANHAKASASIMANUSIA

REPUBLIKINDONESIA,

YASONNAH.LAOLY
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LEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN…NOMOR…
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PENJELASAN

ATAS

RANCANGANUNDANG-UNDANGREPUBLIKINDONESIA

NOMOR…TAHUN…

TENTANG

PERUBAHANKEDUAATASUNDANG-UNDANGNOMOR30TAHUN2002

TENTANGKOMISIPEMBERANTASANTINDAKPIDANAKORUPSI

I. UMUM

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat.

Perkembangannyaterusmeningkatdaritahunketahun,baikdarijumlahkasusyang

terjadidanjumlahkerugiankeuangannegaramaupundarisegikualitastindak

pidanayangdilakukansemakinsistematissertalingkupnyayangmemasukiseluruh

aspekkehidupanmasyarakat.

MeningkatnyaTindakPidanaKorupsiyangtidakterkendaliakanmembawabencana

tidaksajaterhadapkehidupanperekonomiannasionaltetapijugapadakehidupan

berbangsadanbernegarapadaumumnya.TindakPidanaKorupsiyangmeluasdan

sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hakhak sosialdan hakhak

ekonomimasyarakat,dankarenaitusemuaTindakPidanaKorupsitidaklagidapat

digolongkansebagaikejahatanbiasamelainkantelahmenjadisuatukejahatanluar

biasa.Begitupundalam upayapemberantasannyatidaklagidapatdilakukansecara

biasa,tetapidituntutcaracarayangluarbiasa.

Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang pelaksanaannya

dilakukan secara optimal,intensif,efektif,profesionalserta berkesinambungan.

DenganberdasarkanketentuanPasal43UndangUndangNomor31Tahun1999

tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdengan

UndangUndangNomor20Tahun2001,badankhusustersebutyangselanjutnya

disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan

koordinasidan supervisi,termasuk melakukan penyelidikan,penyidikan,dan
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penuntutan.KomisiPemberantasanKorupsimerupakanlembagaPemerintahPusat

yang mempunyaitugasdan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan

TindakPidanaKorupsi.

Namundalam perkembangannya,kinerjaKomisiPemberantasanKorupsidirasakan

kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya

pelanggarankodeetikolehpimpinandanstafKomisiPemberantasanKorupsi,serta

adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya

pelaksanaantugasdankewenanganKomisiPemberantasanKorupsiyangberbeda

dengan ketentuan hukum acara pidana,kelemahan koordinasidengan sesama

aparatpenegakhukum,problem Penyadapan,pengelolaanpenyidikdanpenyelidik

yangkurangterkoordinasi,terjaditumpangtindihkewenangandenganberbagai

instansipenegakhukum,sertakelemahanbelum adanyalembagapengawasyang

mampu mengawasipelaksanaan tugas dan wewenang KomisiPemberantasan

Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya

pelaksanaantugasdankewenanganpemberantasantindakpidanakorupsioleh

KomisiPemberantasanKorupsi.

Untukitudilakukanpembaruanhukum agarpencegahandanpemberantasantindak

pidanakorupsiberjalansecaraefektifdanterpadusehinggadapatmencegahdan

mengurangikerugiannegarayangterusbertambahakibattindakpidanakorupsi.

Penguatan KomisiPemberantasan Korupsidalam kegiatan pencegahan bukan

berartikegiatanpemberantasantindakpidanakorupsidiabaikan.Justruadanya

penguatantersebutdimaksudkanagarkegiatanKomisiPemberantasanKorupsi

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,semakin baikdan komprehensif.

Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi

Pemberantasan Korupsidan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul

kesadarankepadapenyelenggaranegaradanmasyarakatuntuktidakmelakukan

tindakpidanakorupsiyangdapatmerugikankeuangannegara.

Kemudian penataan kelembagaan KomisiPemberantasan Korupsidilaksanakan

sejalandenganPutusanMahkamahKonstitusiNomor36/PUU-XV/2017.Dimana

dinyatakanbahwaKomisiPemberantasanKorupsimerupakanbagiandaricabang
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kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah

kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah

(regeringsorgaan–bestuursorganen).HalinidimaksudkanagarkedudukanKomisi

PemberantasanKorupsidalam sistem ketatanegaraanIndonesiamenjadijelas,yaitu

sebagaibagiandaripelaksanakekuasaanpemerintahan(executivepower).

Denganperubahanbeberapaketentuandalam UndangUndangini,diharapkandapat:

a. MendudukkanKomisiPemberantasanKorupsisebagaisatukesatuanaparatur

lembagapemerintahanyangbersama-samadengankepolisiandan/ataukejaksaan

melakukanupayaterpadudanterstrukturdalam pencegahandanpemberantasan

korupsi.

b. Menyusunjaringankerja(networking)yangkuatdanmemperlakukaninstitusi

yangtelahadasebagai"counterpartner"yangkondusifsehinggapencegahandan

pemberantasankorupsidapatdilaksanakanlebihefektif,efisien,terkoordinasi,dan

sesuaidenganketentuanumum yangdiaturdalam peraturanperundang-undangan;

c. Mengurangiketimpangan hubungan antarkelembagaan penegakan hukum

dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,dengan tidak

memonopolidanmenyelisihitugasdanwewenangpenyelidikan,penyidikan,dan

penuntutan;dan

d. Melakukankerjasama,supervisidanmemantauinstitusiyangtelahadadalam

upayabersamamelakukanpencegahandanpemberantasanTindakPidanaKorupsi.

II.PASALDEMIPASAL

PasalI

Angka1

Pasal1

Cukupjelas.

Angka2

Pasal3

Dalam ketentuaniniyangdimaksuddengan“kekuasaanmanapun”adalahkekuatan

yangdapatmempengaruhitugasdanwewenangKomisiPemberantasanKorupsi
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atauanggotaKomisisecaraindividualdaripihakeksekutif,yudikatif,legislatif,pihak-

pihaklainyangterkaitdenganperkaratindakpidanakorupsi,ataukeadaandan

situasiataupundenganalasanapapun.

Angka3

Pasal5

Cukupjelas.

Angka4

Pasal6

Cukupjelas.

Angka5

Pasal7

Cukupjelas.

Angka6

Pasal8

Cukupjelas.

Angka7

Pasal9

Cukupjelas.

Angka8

Pasal10

Cukupjelas.

Angka9

Pasal10A

Cukupjelas.

Angka10

Pasal11

Cukupjelas.

Angka11

Pasal12



BAHANRAPATPANJABALEG,16SEPTEMBER2019

33

Cukupjelas.

Angka12

Pasal12A

Cukupjelas.

Pasal12B

Ayat(1)

IzintertulisdiajukansetelahdilakukangelarperkaradihadapanDewanPengawas.

Ayat(2)

Cukupjelas.

Ayat(3)

Cukupjelas.

Ayat(4)

Cukupjelas.

Pasal12C

Cukupjelas.

Pasal12D

Ayat(1)

Cukupjelas.

Ayat(2)

Cukupjelas.

Ayat(3)

Hukuman pidana dijatuhkan termasuk namun tidak terbatas terhadap hasil

penyadapanKomisiPemberantasanKorupsisebelum Undang-Undanginiberlaku.

Angka13

Pasal13

Cukupjelas.

Angka14

Pasal14

Cukupjelas.



BAHANRAPATPANJABALEG,16SEPTEMBER2019

34

Angka15

Pasal15

Cukupjelas.

Angka16

Pasal19

Cukupjelas.

Angka17

Pasal21

Cukupjelas.

Angka18

Pasal22

Cukupjelas.

Angka19

Pasal23

Cukupjelas.

Angka20

Pasal24

Cukupjelas.

Angka21

Pasal29

Hurufa

Cukupjelas.

Hurufb

Cukupjelas.

Hurufc

Cukupjelas.

Hurufd

Cukupjelas.

Hurufe

Cukupjelas.
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Huruff

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat

merendahkanmartabatKomisiPemberantasanKorupsi.

Hurufg

Cukupjelas.

Hurufh

Cukupjelas.

Hurufi

Cukupjelas.

Hurufj

Cukupjelas.

Hurufk

Cukupjelas.

Angka22

Pasal32

Ayat(1)

Hurufa

Cukupjelas.

Hurufb

Cukupjelas.

Hurufc

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat

merendahkanmartabatKomisiPemberantasanKorupsi.

Hurufd

Cukupjelas.

Hurufe

Cukupjelas.

Huruff

Cukupjelas.

Hurufg
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Cukupjelas.

Ayat(2)

Cukupjelas.

Ayat(3)

Cukupjelas.

Ayat(4)

Cukupjelas.

Angka23

Pasal33

Cukupjelas.

Angka24

Pasal37

Cukupjelas.

Angka25

BABVA

Cukupjelas.

Angka26

Pasal37A

Cukupjelas.

Pasal37B

Cukupjelas.

Pasal37C

Cukupjelas.

Pasal37D

Cukupjelas.

Pasal37E

Cukupjelas.

Pasal37F

Ayat(1)

Hurufa
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Cukupjelas.

Hurufb

Cukupjelas.

Hurufc

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat

merendahkanmartabatKomisiPemberantasanKorupsi.

Hurufd

Cukupjelas.

Hurufe

Cukupjelas.

Huruff

Cukupjelas.

Ayat(2)

Cukupjelas.

Ayat(3)

Cukupjelas.

Ayat(4)

Cukupjelas.

Pasal37G

Cukupjelas.

Angka27

Pasal38

Cukupjelas.

Angka28

Pasal40

Cukupjelas.

Angka29

Pasal43

Cukupjelas.

Angka30
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Pasal43A

Cukupjelas.

Angka31

Pasal45

Cukupjelas.

Angka32

Pasal45A

Cukupjelas.

Angka33

Pasal46

Cukupjelas.

Angka34

Pasal47

Cukupjelas.

Angka35

Pasal47A

Cukupjelas.

Angka36

Pasal69A

Cukupjelas.

Pasal69B

Cukupjelas.

Pasal69C

Cukupjelas.

Pasal69D

Cukupjelas.

Angka37

Pasal70A

Cukupjelas.

Pasal70B
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Cukupjelas.

Pasal70C

Cukupjelas.

PasalII

Cukupjelas.

TAMBAHANLEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIANOMOR...


